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ABSTRAK 

Ide dasar perkawinan aslinya merupakan jalan untuk penyaluran hasrat 

dan kebutuhan seksual. Ide ini bermula dari kebutuhan hubungan seksual manusia 

sebenarnya merupakan kebutuhan dasar biologis, sama seperti dengan kebutuhan 

makan dan minum maupun kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi. Namun, 

baik norma dan mekanisme teologis maupun hukum positif, hanya mengizinkan 

kebutuhan dasar seksual tersebut melalui legitimasi perkawinan. Maka, kemudian 

masyarakat menjadikan perkawinan sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan 

kebutuhan dasar tersebut. Apabila hubungan seksual adalah ide dasar dari 

perkawinan, maka hal yang sewajarnya apabila penentuan batas minimal usia 

perkawinan, seharusnya menyandarkan, menggunakan dan memperhatikan 

kaidah-kaidah fungsi hubungan seksual, yakni prokreasi dan rekreasi. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Sifat penelitian 

ini deskriptif yang dilengkapi dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode 

analisis yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan Teori Fungsi Hubungan seksual, yakni fungsi Prokreasi dan 

Rekreasi, dan juga menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa fungsi hubungan seksual bagi 

para Ahli Hukum, ada yang mengkategorikan fungsinya sebagai prokreasi, ada 

pula yang mengkategorikannya pada rekreasi, dan ada juga yang 

mengkategorikannya pada keduanya. Dasar pemikiran kenapa para ahli hukum 

mengkategorikan kepada ketiga kategori tersebut, karena dipengaruhi oleh dua 

faktor. Pertama, yakni faktor nilai dan norma agama. Dan yang kedua karena 

nilai-nilai yang ada di masyarakat. Baik nilai dan norma yang ada di dalam 

agama-agama yang ada di Indonesia dan juga nilai-nilai yang hidup di dalam 

masyarakat, semuanya menunjukkan bahwa fungsi kontruksi seksualnya 

diarahkan kepada fungsi prokreasi dan rekreasi sekaligus. Sehingga, ini bisa 

menjadi cermin bahwa konstruksi hubungan seksual di masyarkat memiliki fungsi 

prokreasi dan rekreasi sekaligus. Namun, meskipun demikian, dalam tinjauan 

Lloyd fungsi hubungan seksual sebenarnya hanya prokreasi. Sedangkan rekreasi 

hanyalah fungsi penunjang agar prokreasi semakin berhasil. Kemudian dalam 

menentukan batas minimal, rata-rata ahli menyandarkannya pada fungsi prokreasi. 

Ini karena prokreasi memiliki signifikansi dalam mencapai kebahagiaan 

perkawinan. Prinsip prokreasi ini, dalam sejarahnya, ternyata relevan dengan UU. 

No. 16 Tahun 2019 dan undang-undang yang hadir sebelumnya. Sehingga, 

kedepan, diharapkan undang-undang ini dapat berjalan efektif dan baik. 

Kata kunci: Penentuan batas minimal usia kawin, hubungan seksual, prokreasi-

rekreasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan 

untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 untuk meningkatkan usia perkawinan pada perempuan 

lewat Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Terkait dengan berapa ketentuan usia 

minimal setelah putusan, Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang, 

untuk merevisi ketentuan tersebut dengan batas maksimal 3 tahun.1 Belakangan, 

lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbitlah ketentuan baru terkait 

berapa usia minimal bagi perempuan agar dapat melaksanakan perkawinan, yakni 

disamakan dengan laki-laki 19 tahun.2 

Perdebatan tentang usia minimal perkawinan selama ini selalu 

berseliweran seputar tinjauan umur berapa sebaiknya perkawinan dilakukan 

dengan menggunakan dalil-dalil kesehatan tanpa pernah menyentuh konstruksi 

dasar dari ide perkawinan di dalam nilai dan moral masyarakat. Penggunaan dalil -

dalil kesehatan untuk menentukan usia minimal perkawinan memanglah benar 

dan sangat dibutuhkan, tetapi tanpa membawa konstruksi dasar dari ide 

perkawinan di dalam nilai dan moral masyarakat, hanya akan membuat dalil -dalil 

                                                 
1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
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kesehatan tersebut berjalan pincang. Yang pada akhirnya, akan membuat 

substansi hukum penentuan usia minimal perkawinan berjalan tidak efektif.  

Meskipun banyak masyarakat tidak mengakui secara terang-terangan dan 

terbuka, ide perkawinan pada dasarnya merupakan jalan untuk penyaluran hasrat 

dan kebutuhan seksual.3 Ide dasar tersebut bersumber dan kemudian 

dilanggengkan melalui norma dan mekanisme teologis maupun melalui norma 

dan mekanisme hukum positif yang berlaku.4 Ide ini bermula dari kebutuhan 

hubungan seksual manusia sebenarnya merupakan kebutuhan dasar biologis, sama 

seperti dengan kebutuhan makan dan minum maupun kebutuhan dasar lain yang 

harus dipenuhi. Namun, baik norma dan mekanisme teologis maupun hukum 

positif hanya mengizinkan kebutuhan dasar seksual tersebut melalui legitimasi 

perkawinan. Maka, mau tidak mau, kemudian masyarakat menjadikan perkawinan 

sebagai jalan pembuka untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Sehingga, 

dari sinilah bisa dikatakan bahwa ide awal dasar perkawinan sebenarnya adalah 

hubungan seksual. 

Dalam perkawinan sendiri, hubungan seksual ternyata mempunyai 

signifikansi dalam mempertahankan keutuhan perkawinan. Menurut Helgelson, 

hubungan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu kunci pemelihara dan 

keutuhan sebuah perkawinan. Bahkan lebih dari itu, hubungan seksual dapat 

menjadi sumber dari kekuatan perkawinan dan dapat pula menimbulkan konflik 

                                                 
3 

, Vol. 16, No.1 (Januari 2017), hlm. 44.  

4 -Undang  No. 
Jurnal Musawa Vol. 15, No. 1 

(Januari 2016), hlm. 18. 
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dalam perkawinan apabila tidak dikelola dengan benar.5 Dari penjelasan ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan memiliki posisi 

dan peran yang sangat penting. Dimana, hubungan seksual di sini bisa dikatakan 

merupakan sebuah nyawa dari perkawinan itu sendiri. Sehingga, tidak berlebihan 

apabila pada akhirnya memposisikan hubungan seksual sebagai ide dasar dari 

perkawinan. Karena selain menjadi jalan pembuka untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar biologis, ternyata juga memiliki peran dan signifikansi dalam menjaga 

keutuhan perkawinan itu sendiri. 

Apabila hubungan seksual adalah ide dasar dari perkawinan, maka hal 

yang sewajarnya apabila penentuan usia perkawinan seharusnya menggunakan 

tinjauan-tinjauan tentang hubungan seksual. Asumsi dasarnya, usia minimal 

perkawinan selama ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam perkawinan. Yang mana kemudian, ini akan 

berpengaruh dalam kemampuan mencapai kebahagiaan perkawinan. Perkawinan 

sendiri ide dasarnya adalah tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual, 

maka penentuan usia minimal perkawinan seharusnya memperhatikan kaidah-

kaidah fungsi-fungsi hubungan seksual. Sehingga, diharapkan bisa mendapatkan 

usia minimal perkawinan yang ideal agar tugas dan fungsi hubungan seksual 

sebagai ide dasar dari perkawinan- dapat terpenuhi dan pada akhirnya tercapai 

kebahagiaan perkawinan. 

                                                 
5 Vicki S. Helgelson, The Psychology of Gender (New Jersey: Pearson Education, 2012) 

Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami yang Bekerja di Kapal 
Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 240. 
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Hubungan seksual dalam beberapa literatur disebutkan memiliki dua 

fungsi pokok. Menurut Giuseppe Benagiano dan Maurizio Mori, hubungan 

seksual memiliki fungsi sebagai prokreasi dan fungsi rekreasi. Fungsi prokreasi 

adalah fungsi hubungan seksual yang ditujukkan untuk memiliki dan 

melanggengkan keturunan, sedangkan fungsi rekreasi sendiri adalah fungsi 

hubungan seksual ditujukkan hanya untuk bersenang-senang tanpa memiliki 

tujuan untuk memiliki keturunan.6 Pandangan fungsi prokreasi dan rekreasi ini 

adalah bentuk dari konstruk nilai masyarakat terhadap seksualitas. Yang mana, 

tiap kelompok masyarakat memiliki pandangan fungsi hubungan seksual masing-

masing yang berbeda. Misalnya, beberapa negara di Asia memiliki pandangan 

fungsi hubungan seksual sebagai prokreasi, sedangkan kebanyakan masyarakat di 

Eropa memiliki pandangan fungsi hubungan seksual yang awalnya prokreasi, 

namun sebagian besar sudah bergeser menjadi rekreasi. Perbedaan pandangan ini 

tentu saja menjadikan perbedaan sebuah nilai-nilai tentang seksualitas, dan 

selanjutnya akan menjadi panduan bersikap dan berperilaku sebuah kelompok 

masyarakat. Yang pada akhirnya, nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi 

substansi sebuah hukum dalam bidang tertentu seperti peraturan tentang 

perkawinan misalnya. 

Oleh sebab itu, disini penulis ingin mengeksplorasi konstruksi nilai -nilai 

dalam masyarakat dalam melihat fungsi hubungan seksual, apakah prokreasi, atau 

rekreasi. Hasil eksplorasi terhadap konstruksi fungsi hubungan seksual ini sangat 

penting, karena dari sini akan diketahui pondasi tujuan hubungan seksual, apa dan 

                                                 
6 

Journal of Ethics, Bioscience and Life, Vol: 4, No. 1 (Maret 2009), hlm. 50-51. 
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kemana arahnya. Dari hasil temuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

penentuan ideal usia minimal perkawinan. Sehingga kemudian, penentuan usia 

minimal perkawinan akan berjalan beriringan dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat. Dan diharapkan setelahnya, substansi hukum ketentuan batas 

minimal usia perkawinan akan berjalan efektif di tengah masyarakat.  

Untuk bisa mendapatkan gambaran terhadap hal ini, pandangan ahli 

hukum sangat dibutuhkan disini. Pembicaraan mengenai sebuah hukum tentu saja 

akan melibatkan pula peranan orang-orang yang dari sudut pendidikan dan 

keahliannya memang dipersiapkan untuk menangani hukum. Oleh sebab itu, 

penulis akan melihat bagaimana pandangan para ahli hukum tentang apa dan 

bagaimana fungsi hubungan seksual, dan kemudian fungsi tersebut dijadikan 

sebagai penentu batas minimal usia perkawinan. Ahli dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti orang yang mahir, menguasai dan paham dengan suatu ilmu. 

Atau bisa juga ditafsirkan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam 

menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi suatu ilmu.7 Sedangkan ahli hukum 

adalah ahli yang mempunyai kemampuan mendalam dengan ilmu hukum.8 

Sebagai pengkaji hukum dan bagian dari elit masyarakat itu sendiri, tentu saja ahli 

hukum memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan penalaran atau 

rasioning terhadap hukum, kemudian kemampuan untuk memecahkan suatu 

masalah hukum, dan terakhir pemahaman tentang pertalian atau hubungan antara 

                                                 
7 Tim Penyusun, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar bahasa 

Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 21 

8 Ibid. 
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kepentingan-kepentingan, nilai-nilai, dan sistem sosial di dalam masyarakat.9 Dari 

hal-hal ini, diharapkan akan tergambar secara utuh bagaimana pandagan fungsi 

hubungan seksual di dalam masyarakat, dan kemudian akan direlevansikan dalam 

menentukan usia minimal perkawinan yang ideal.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, setidaknya dapat 

diambil kesimpulan kemana arah penelitian ini akan dibawa lewat rumusan 

masalah, yakni: 

1. Bagaimana pandangan para ahli hukum tentang fungsi hubungan seksual?  

2. Bagaimana pandangan para ahli hukum tentang penentuan batas minimal 

usia perkawinan ditinjau dari fungsi hubungan seksual perkawinan? 

Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada penelitian Tesis 

ini, dan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan atau 

mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan para ahli hukum terhadap 

fungsi hubungan seksual dalam perkawinan 

b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan para ahli hukum tentang 

penentuan batas minimal usia perkawinan ditinjau dari fungsi 

hubungan seksual dalam perkawinan. 

                                                 
9 Henry J. Steiner, Legal Education and Socio-Economic Change: Brazilian Prespective, 

disadur oleh Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, cet. ke-10 (Bandung: Penerbit Angkasa, 
1980), hlm. 142. 
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2. Kegunaan Teoritis 

a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum keluarga, serta wawasan terhadap pandangan para ahli hukum 

terhadap fungsi hubungan seksual yang kemudian sebagai acuan 

dalam menentukan usia ideal minimal usia perkawinan 

3. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif 

terhadap penentuan usia minimal perkawinan dalam hukum positif  

D. Telaah Pustaka 

Isu-isu tentang tema batas minimal usia perkawinan memang sangat 

menarik untuk diteliti, baik dari segi pemikiran tokoh, mengkomparatifkan sebuah 

konsep batasan usia perkawinan, hingga mengkomparatifkan peraturan hukum 

yang ada. Sehingga penelitian dengan tema batas minimal usia perkawinan sudah 

banyak dilakukan. Oleh sebab itu, melihat banyak penelitian yang sudah ada, 

penulis akan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terkait tema 

batas minimal usia perkawinan maupun yang berkaitan dengan hubungan seksual 

yang berkaitan dengan penentuan batas minimal usia perkawinan untuk 

menghindari persamaan dan anggapan plagiasi. 

Pertama, terdapat dua penelitian dengan model penelitian komparatif, 

Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 

1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft 
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dari Riyanto.10 Kedua, 

11 Kedua 

penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis-komparatif dan 

sama-sama memiliki jenis penelitian Library Research. Penelitian Riyanto 

memiliki rumusan masalah apa yang melatar belakangi KHI dan CLD dalam 

menentukan batas minimal usia perkawinan dan bagaimana relavansinya dengan  

tujuan perkawinan.12 

bagaimana pandangan muhammadiyah dan nahdlatul ulama tentang batas minimal 

usia perkawinan.13 

Riyanto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penetapan usia 

perkawinan yang diberikan oleh KHI sebagai wujud dari fiqh Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari konteks sejarahnya. KHI lahir dari beragamnya keputusan 

Peradilan Agama di Indonesia terhadap suatu kasus yang sama. Sehingga 

kelahiran KHI lebih kepada meunifikasi acauan para hakim dalam memtuskan 

sesuatu. Sedangkan CLD adalah sebagai kajian kritis terhadap KHI yang telah 

berlaku lama, sehingga dianggap tidak kompeten pada masanya. Sehingga batas 

minimal usia perkawinan dalam KHI dianggap sudah tidak relevan lagi dan 

                                                 
10 Inpres No. 1 Tahun 

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD).  Skripsi Fakultas 
(2009). 

11 Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyyah Dan 
Nahdlatul Ulama Skripsi  

12 Riyanto, Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 
Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD) , hlm. 7. 

13 Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyyah Dan 
Nahdlatul Ulama, hlm. 5. 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga perlu 

direvisi.14 

bahwa menurut Muhammadiyyah dalam munas di Malang 2010 memandang 

bahwa usia batas perkawinan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita 

masih layak untuk diikuti. Sedangkan Nahdlatu Ulama melalui muktamar di 

Makasar dengan metode qauly menganggap tidak ada pembatasan usia 

perkawinan, seseorang bisa menikah asalkan anak tersebut sudah akil baligh. 

Menurut Asyharul M

Ulama tersebut bertolak dari perbedaan Metodologi yang digunakan oleh kedua 

organisasi ini. Muhammadiyyah menggunakan Ushuliy dengan pendekatan sosio 

antropolgis dan metode kritik sanad. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan 

metode qauly dengan mencari permasalahan dalam kitab-kitab klasik yang 

muktamad.15 

Selanjutnya penelitian dengan jenis penelitian yang serupa, yakni Library 

Research. Ada dua penelitian dengan jenis penelitian Library Research, yaitu: 

pertama, penelitian dari M. Alex Fauzi yang meneliti 

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

.16 Kedua, penelitian 

                                                 
14 Riyanto, hlm. 133-134. 

15 Batas Minimal Usia Nikah Prespektif Muhammadiyyah Dan 
Nahdlatul Ulama, hlm. 58-60. 

16 M. Alex Fauzi, -Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi,  
Skripsi  Kalijaga Yogyakarta (2014). 
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a Perkembangan Ketentuan Batas Minimal 

17 Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian 

yang sama, yakni melihat batas usia perkawinan dari objek undang -undang. 

Penelitian Alex Fauzi menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan Ahmad 

pembatasan usia perkawian di Indonesia. Kedua penelitian ini sama-sama 

menggunakan model penelitian deskriptif analitik. 

penelitiannya menggunakan rumusan masalah bagaimana perkembangan 

pembatasan usia perkawinan dari diundangkannya UU Perkawinan hingga 

sekarang dan apa faktor adanya pembatasan usia perkawinan.18 Sedangkan Alex 

Fauzi menggunakan rumusan masalah bagaimana dampak dari perkawinan dini 

bagi kesehatan reproduksi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usia 

ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi.19 

M. Alex Fauzi dalam penelitiannya memiliki kesimpulan yakni 

perkawinan yang terlalu dini walaupun seseorang sudah menstruasi sebagai tanda 

sudah masa baligh, namun sel telur dalam rahimnya belum matang sepenuhnya 

dan belum berkualitas. Sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi. Maka 

ditinjau dengan Sadd adz- perkawinan anak walaupun sudah menstruasi 

                                                 
17 

Di Indonesia,  Skripsi  

18 Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan 
Di Indonesia, hlm. 9. 

19 M. Alex Fauzi, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi, 
hlm. 5. 
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sebaiknya tidak dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian tersebut sebaiknya 

perkawinan dilakukan setelah usia 18 tahun.20 

Selanjutnya, 

perkembangan aturan dalam pembatasan waktu perlu mengikuti perkembangan 

zaman. Hal tersebut dikarenakan zaman semakin berubah dan masyarakat juga 

rkawinan perlu 

untuk disesuaikan kembali dengan keadaan sekarang.21 

Kemudian, masih dengan jenis penelitian yang sama, yakni Library 

Research dengan tema Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian-penelitian 

tersebut adalah: pertama, penelitian dari Syukron Septiawan dengan judul 

Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Prespektif Ma la 22 Dan kedua, penelitian dari Azhar Yushafi Mahasin 

Analisis Ma la ah Terhadap Perubahan Batas Minimal 

Uia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

23 Kedua penelitian ini memiliki karakteristik yang sama, yakni 

menggunakan  pendekatan kualitatif dan menggunakan teori yang sama berupa 

                                                 
20 M. Alex Fauzi, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi,  
hlm. 61. 

21 Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan 
Di Indonesia, hlm. 107. 

22 Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Prespektif Ma la ah Skripsi Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Purwokerto, (2020).  

23 Analisis Ma la ah Terhadap Perubahan Batas Minimal Uia 
Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Skripsi 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2020). 
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teori Ma la ah. Penelitian Syukron Septiawan menggunakan rumusan masalah 

bagaiamana pengaruh perubahan batas minimal usia perkawinan pasca UU No. 16 

Tahun 2019 terbit dan bagaimana pandangan Ma la ah tentang perubahan batas 

minimal usia perkawinan yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2019. Sedangkan 

dalam penelitian Azhar Yushafi Mahasin, rumusan masalah yang digunakan 

adalah bagaimana analisis ma la ah terhadap perubahan batas minimal usia 

perkawinan yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2019 pada kesehatan reproduksi 

perempuan dan bagaimana analisis ma la ah perubahan batas minimal usia 

perkawinan yang ada di dalam UU No. 26 Tahun 2019 terhadap pencapaian 

tujuan perkawinan. 

Syukron Septiawan dalam penelitiannya memiliki kesimpulan terdapat 

beberapa pengaruh dari ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 ini. Yakni secara 

filosofis, undang-undang ini sebagai bentuk komitmen negara untuk 

memperlakukan sama warga negaranya didepan hukum atas hak-haknya. Secara 

sosiologis, angka pengajuan dispensasi perkawinan naik secara signifikan. Dan 

pengaruh secara yuridis, ditetapkannya undang-undang baru ini merubah 

peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur batas minimal usia 

perkawinan di UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Sedangkan apabila ditelisik dari presektif ma la ah sejalan dengan tujuan syariat 

Islam, yakni terciptanya kesmaslahatan.24 Sebaliknya dengan penelitian Azhar 

Yushfi Mahasin memiliki kesimpulan ketentuan batas minimal usia perkawinan 

menjadi 19 tahun untuk perempuan, dari segi kesehatan reproduksi masih belum 

                                                 
24 Syukron Septiawan, Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan, hlm. 84-85. 
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sesuai dengan teori ma la ah karena di usia 10 tahun masih menimbulkan banyak 

mudarat dari segi kesehatan reproduksi.25 

Selanjutnya yakni masih dengan jenis penelitian library research namun 

dengan objek penelitian Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Penelitian-

penelitian tersebut yakni: Pertama, penelitian dari Muhammad Helmi Damas 

dengan judul penelitian Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

22/PUU-XV/2017).26 Dan penelitian yang kedua dari Abdul Rasyid dengan judul 

Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan.27 

Kedua penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama, yakni 

menganalisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan teori yang sama pula, 

yakni sama-sama menggunakan teori  Pendekatan yang 

digunkan dalam kedua penelitian inipun juga sama, yakni menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Muhammad Helmi Damas dalam penelitiannya 

menggunakan rumusan masalah mengapa hakim Mahakamah Konstitusi 

membatalkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan bagaiamana implikasi dari putusan MK tersebut terhadap 

                                                 
25 Azhar Yushafi Mahasin, Analisis Ma la ah Terhadap Perubahan Batas Minimal Uia 

Perkawinan, hlm. 64-65. 
26 Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, (2019). 

27 Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan Skripsi 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 
(2020). 
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perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Abdul Rasyid, rumusan 

masalah yang digunakan adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan bagaimana tinjauan 

terhadap putusan tersebut. 

Muhammad Helmi Damas dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa 

hakim MK mengemukakan bahwa usia 16 tahun dalam UU No. 1 Tahun 1974 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, aturan tersebut perlu 

untuk dibatalkan dan memerintahkan lembaga pembentuk undang-undang untuk 

merubah substansi aturan tersebut. Kemudian, implikasi dari putusan ini 

diharapkan mampu menjadi gurantor peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi 

perempuan di Indonesia.28 Sedangkan dalam penelitian Abdul Rasyid, memiliki 

kesimpulan bahwa hakim MK dalam memutuskan putusan Nomor 22/PUU-

XV/2017, melihat bahwa frasa usia 16 tahun yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1) 

UU Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, dalam tinjaun 

putusan MK ini dalam membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat 

(1) UU No. 1974 sudah memenuhi konep  dalam mencapai 

kemaslahatan dan menolak mafsadat dalam rangka perlindungan dan memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.29 

Selanjutnya ada pula penelitian-penelitian dengan menggunakan teori atau 

metode hermenutika untuk mengkaji apakah batas minimal usia perkawinan 

                                                 
28 Muhammad Helmi Damas, Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 68-69. 

29 Abdul Rasyid, Tinjauan Hukum Aspek Maqashid Al-
Mahkamah Konstitusi, hlm. 116-117. 
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dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih relevan dengan konteks sekarang 

atau tidak. Dalam kelompok ini, ada satu penelitian tesis dan satu penelitian 

disertasi. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian library 

research. Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian tesis Ahmad Masfuful 

Fuad dengan judul Ketentuan Usia Miimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 

(Studi Prespektif Hermeneutika),30 dan selanjutnya penelitian disertasi Sjamsu 

Alam dengan judul Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan 

Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia.31 

Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan teori Hermeneutika 

dan metode historis untuk menelusuri ulang bagaimana dan kenapa ketentuan 

batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan lahir , semnagat apa yang 

ada dalam aturan tersebut. Dan kemudian selanjutnya direlevansikan dengan 

konteks sekarang, apakah ketentuan usia yang ada di peraturan tersebut masih 

relevan dengan konteks sekarang atau tidak. 

Dalam penelitian Ahmad Masfuful Fuad dan Sjamsu Alam, kedua 

penelitian ini memiliki kesimpulan yang cenderung mirip. Yakni Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk konteks sekarang usia yang digunakan 

sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum sekarang. Selain itu, aturan tersebut 

juga bertabrakan dengan aturan-aturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan 

anak. Dalam penelitiannya, Ahmad Masfuful Fuad hanya mengukur saja apakah 

                                                 
30 

Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Su nan Kalijaga 
Yogyakarta, (2015). 

31 
Disertasi Fakultas Filsafat Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta, (2011). 
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aturan tersebut masih relevan dengan konteks sekarang. Sedangkan penelitian 

Sjamsu Alam, selain melihat aturan tersebut masih relevan atau tidak, Sjamsu 

Alam juga merekomendasikan usia yang Ideal untuk batas minimal usia 

perkawinan yang baru. Yakni 21 tahun. Usia ini dipilih karena hak -hak dan 

perkembangan manusianya baik itu secara fisik dan mental telah mencapai usia 

yang matang. Sehingga, dianggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan.  

 Selanjutnya ada lagi penelitian dari Holilur Rohman dengan judul Batas 

.32 Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam Al -

-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan juga program pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh 

BKKBN, dan setelah itu kemudian menawarkan batas minimal usia ideal 

perkawinan dari tinjauan . Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah library research dengan metode kualitatif dan sifat 

penelitian deskriptif analitis. Kemudian, teori yang digunakan menggunakan teori 

. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Al-

dan Hadis tidak memiliki deskripsi yang jelas terkait ketentuan batas minimal usia 

perkawinan. Namun, meskipun demikian, dengan tinjaun dapat 

ditemukan bahwa usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan, idealnya 

adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Usia ini dipilih 

karena diusia tersebut, keduanya telah diangga matang dari segala bidang. Baik 

dari segi fisik maupun mental. Sehingga, ini dianggap sebagai us ia untuk mampu 

                                                 
32 as Usia Ideal Pernikahan Prespektif Journal 

of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016). 
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melangsungkan perkawinan dan akhirnya dapat mencapai kebahagiaan 

perkawinan. 

Kemudian ada juga penelitian dari Hazna dengan judul Analisis Undang-

Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On Minimum Age 

Limits of Marriage.33 Penelitian ini menunjukkan pentingnya revisi Undang-

Undang Perkaiwinan terkait substansi batas minimal usia perkawinan. Metode 

yang digunakan bersifat yuridis normatif atau konseptual, dengan sifat penelitian 

yang digunakan deskriptif. Jenis penelitian adalah library research. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan terkait batas 

minimal usia perkawinan sudah sangat perlu untuk direvisi. Hal ini karena aturan 

terkait batas minimal usia tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan 

dalam konteks sekarang. Sehingga, ini akan menimbulkan masalah sumber daya 

manusia karena disebabkan maraknya perkawinan dini. 

Dari uraian di atas, beberapa karya ilmiah dan pendekatan yang digunakan 

oleh bebrapa peneliti sebagai pisau analisisnya terhadap pembatasan usia 

perkawinan, penulis tidak menemukan penelitian dengan objek penelitian yang 

fokus kepada pemikiran ahli hukum terhadap batas usia perkawinan yang ditinjau 

yelisik 

Pemikiran Para Ahli Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Di Yogyakarta

belum dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam 

karena berbeda, belum ada, dan baru.  

 

                                                 
33 -Undang Perkawinan Terhadap Analysis of Marriage Law On 

Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 15, No. 2 
(April 2018). 



18 
 

 
 

E. Kerangka Teoritik 

Disini penulis menggunakan Teori Fungsi Hubungan seksual, yakni fungsi 

Prokreasi dan Rekreasi dalam mencari batas minimal usia perkawinan. Hal ini 

karena, penulis berasumsi bahwa, penentuan batas minimal usia perkawinan 

seharusnya dilandaskan pada fungsi hubungan seksual. Hal ini disebabkan, ide 

perkawinan pada dasarnya merupakan jalan untuk penyaluran hasrat dan 

kebutuhan seksual.34 Ide ini bermula dari kebutuhan hubungan seksual manusia 

sebenarnya merupakan kebutuhan dasar biologis, sama seperti dengan kebutuhan 

makan dan minum maupun kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi. Namun, 

baik norma dan mekanisme teologis maupun hukum positif , hanya mengizinkan 

kebutuhan dasar seksual tersebut melalui legitimasi perkawinan. Maka, mau tidak 

mau, kemudian masyarakat menjadikan perkawinan sebagai jalan pembuka untuk 

mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Sehingga, dari sinilah bisa dikatakan 

bahwa ide awal dasar perkawinan sebenarnya adalah hubungan seksual. Apabila 

ide dasar perkawinan adalah jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis seksual, 

maka penentuan usia minimal perkawinan seharusnya diukur dari kesiapan dan 

kemampuan untuk melaksanakan tugas dan ide perkawinan tersebut, yakni 

hubungan seksual. 

Menurut Roy J. Levin, fungsi hubungan seksual dalam anatomi dan 

fisiologis organ seksual manusia, memiliki dua fungsi, yakni fungsi prokreasi, dan 

                                                 
34 Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif 

Pernikahan Dini, hlm. 44. 
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juga fungsi rekreasi.35 Organ-organ yang berkaitan dengan hubungan seksual pada 

manusia, dalam prakteknya melibatkan dua hal, yakni pertama struktur anatomi, 

dan yang kedua fisiologis organ seksual. Secara anatomi, organ seksual yang 

terlibat dalam hubungan seksual dari sisi laki-laki setidaknya melibatkan 7 organ. 

Yang pertama adalah kantung zakar atau scrotum, yang kedua buah zakar atau 

testis, yang ketiga saluran sperma atau vas deferens, yang keempat prostat, yang 

kelima saluran kemih atau uretra, yang keenam batang kemaluan atau penis, dan 

yang ketujuh adalah kepala penis atau glans. Sedangkan organ tubuh yang terlibat 

dalam hubungan seksual dari sisi perempuan, setidaknya melibatkan 7 organ pula. 

Yang pertama indung telur atau ovarium, yang kedua saluran telur atau tuba 

falopi, yang ketiga rahim atau uterus, yang keempat leher rahim atau cervix, yang 

kelima vagina, yang keenam mulut vagina, dan yang ketujuh klentit atau klitoris.36 

Organ-organ yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya, secara fisiologis 

memiliki fungsi reproduksi atau penciptaan keturunan. Hal tersebut dapat terlihat 

dari fisiologis organ seksual laki-laki menghasilkan sperma dan kemudian 

mendistribusikan sperma tersebut untuk membuahi ovum pada organ seksual 

perempuan. Namun secara fisiologis pula, anatomi yang disebutkan di atas pula 

dalam struktur organ seksual, juga menghasilkan kesenangan dan kenikmatan 

ketika berhubungan seksual, seperti klitoris, vagina, labia dan lubang koitus. 

Ketika penis masuk ke dalam bibir kelamin perempuan dan kemudian kontak atau 

                                                 
35 
Journal Critical Anatomy, Vol. 28 (April 2015), hlm.  

36 Evelyn C. Pearce, Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis, alih bahasa Sri Yuiani 
Handoyo, cet. Ke-30 (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 309-313. 
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bersentuhan dengan klitoris, vagina, labia, dan lubang koitus, hal tersebut dapat 

menghasilkan sensasi rasa nikmat dan menyenangkan dalam hubungan seksual. 

Maka, organ-organ seksual di sini juga terdesain untuk fungsi rekreasi.37 Disinilah 

teori-teori ini kemudian digunakan untuk menganalisis pendapat ahli hukum 

tentang apa fungsi hubungan seksual bagi mereka. 

Apabila bagi mereka fungsi hubungan seksual adalah fungsi prokeasi atau 

melahirkan keturunan, maka penentuan batas minimal usia perkawinan, 

seharusnya dilihat dari umur berapa kesiapan organ-organ yang berkaitan dengan 

reproduksi yang telah disebutkan diatas siap dan matang. Hal ini menjadi wajib, 

apabila fungsi prokreasi sebagai fungsi hubungan seksual. Karena apabila organ-

organ terkait reproduksi belum siap dan mampu, maka tujuan dan fungsi prokreasi 

tidak dapat dilakukan.38 Sebaliknya dengan rekreasi, apabila fungsi rekreasi 

adalah mencapai kesenangan, maka ketika organ-organ yang secara fisiologis 

sudah dapat digunakan, maka dia tidak perlu untuk menunggu organ-organ 

seksual lain yang terkait reproduksi matang. Karena, tujuan dan fungsi hubungan 

seksual yang diharapkan, yakni rekreasi, sudah dapat tercapai. Sehingga, apabila 

tujuan dan fungsi hubungan seksual bagi para ahli adalah rekreasi, maka 

penentuan usia minimal perkawinan tidak perlu usia tinggi yang berkaitan dengan 

kematangan reproduksi. Karena, diusia rendah saja, ketika wanita sudah 

mengalami menstruasi atau menarche dan mimpi basah atau pollution nocturne, 

                                                 
37 Recreation and Procreation: A Critical View Of Sex In The Human 

Female Journal Clinical Anatomy,Vol. 28 (April 2015), hlm. 340-342. 

38 
Yang Terlalu Dekat Meningkatkan Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Tentara Dokter Soedjono 

Jurnal Kebidanan, Vol. 5, No. 9 (April 2016), hlm. 49-56. 
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organ seksual terkait rekreasi sudah dapat bekerja dengan baik.39 Dari hasil fungsi 

yang diungkap di atas, diharapkan dapat mengungkap usia batas minimal yang 

ideal. Sehingga, pada akhirnya dapat mencapai kebahagiaan perkawinan yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Hal ini penting, karena menurut Helgelson, hubungan seksual dalam 

perkawinan merupakan salah satu kunci pemelihara dan keutuhan sebuah 

perkawinan. Bahkan lebih dari itu, hubungan seksual dapat menjadi salah satu 

sumber dari kekuatan perkawinan dan dapat pula menimbulkan konflik dalam 

perkawinan apabila tidak dikelola dengan benar.40 Dari penjelasan Helgelson 

tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kedudukan hubungan seksual ini 

merupakan salah satu nyawa dalam perkawinan, Maka, secara tidak langsung, ini  

memiliki makna bahwa hubungan seksual mempunyai signifikansi dalam 

mencapai kebahagiaan perkawinan. Sehingga, seharusnya penentuan usia minimal 

perkawinan salah satunya harus diukur dari sini. 

Setelah selesai dari sini, peneliti kemudian menggunakan Teori Sistem 

Hukum Lawrence M. Friedman untuk selanjutnya menganalisa bagaimana 

kedudukan nilai dan prinsip prokreasi yang ada di masyarakat ini memiliki peran 

signifikansi dalam menyangga kuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

berjalan secara efektif, dan membuat aparat struktur hukum bekerja secara baik. 

                                                 
39 Roy J Levin d -Its appeararance, 

Journal Sex Med, Vol. 
5, (Februari 2008), hlm. 377-386. 

40 Vicki S. Helgelson, The Psychology of Gender (New Jersey: Pearson Education, 2012) 

Pernikahan, dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Istri Dengan Suami yang Bekerja di Kapal 
Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2017), hlm. 240. 
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Pada dasarnya, meskipun hukum memiliki tiga komponen sistem, yakni struktur, 

substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh 

dalam pembangunan dan pembaharuan hukum adalah budaya hukum.41 Hal ini 

karena budaya hukum berkaitan dengan konteks nilai-nilai di dalam masyarakat. 

Apabila Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai substansi hukum tidak 

mewakili dan relevan dengan nilai-nilai di dalam masyarakatnya, maka bisa 

dipastikan hukum tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini 

tentu akan berdampak pada efektivitas dan keberhasilan hukum yang digunakan. 

Kemudian, substansi hukum yang membentuk aparat struktur hukum hakim 

bersikap dan bertindak terhadap suatu hukum, apabila hukum tersebut tidak 

sejalan dengan kultur nilai prokreasi yang ada di masyarakat, hanya akan 

menyebabkan aparat hukum melanggar kaidah-kaidah substansi hukum tersebut. 

Sehingga, ini akan membuat struktur hukum tersebut tidak berjalan secara baik. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peran dan posisi yang sangat penting terhadap  

hasil suatu penelitian. Proses penelitian sangat memerlukan metode yang jelas 

untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan 

dikaji. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip serta 

prosedur yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mendekati suatu problem 

yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah 

dikumpulkan atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam 

                                                 
41 

Jurnal Pranata Hukum 
Vol. 6, No.  (Januari 2011), hlm. 56. 
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mengkaji penelitian. Metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan 

data secara akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan.42 Berikut ini pemaparan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini, adalah penelitian field research,43 yakni jenis 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau sudut pandang 

informan yang ditemui, yang dalam penelitian penulis, informan tersebut 

adalah Ahli Hukum bidang Hukum Perdata di beberapa perguruan Tinggi di 

Yogyakarta, dan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama 

Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini, adalah penelitian deskriptif.44 Dimana, 

penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menggambarkan, 

mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan pandangan para ahli hukum 

terhadap fungsi hubungan seksual yang para ahli hukum perdata yakini, 

sehingga akan tergambar jelas bagaimana konstruksi hubungan seksual di 

                                                 
42 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-7 (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 145. 

43 Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului 
oleh semacam intervensi dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau 
control parsial terhadap situasi di lapangan, Lihat Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-6 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.  

44 Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 
fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 
dengan masalah dan unit yang diteliti. Ibid., Mohammad Mulyadi, Metode Penelitian Praktis: 
Kuantitatif dan Kualitatif, cet. ke-2 (Jakarta: Publica Press, 2016), hlm.36.  
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Masyarakat. Kemudian, hasil penelitian tersebut untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan secara terperinci yang kemudian dianalisis 

dengan tujuan semata-mata guna menemukan gambaran yang esensial dari 

pandangan para ahli hukum yang diselediki dan diteliti tersebut.  

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan 

Sosiologi Hukum, yaitu dengan mengamati timbal balik antara hukum dengan 

gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.45 Kaitannya dengan 

penelitian ini, pendekatan sosiologis mengamati bagaimana perkembangan 

hukum di masyarakat, dimana dalam hal ini dikhusukan kepada elit: yakni 

ahli hukum dalam melihat fungsi hubungan seksual sebenarnya. Dari sini, 

diharapkan, akan tergambar jelas bagaimana konstruksi seksual dimasyarakat. 

Yang kemudian, ini akan kaitkan dengan peraturan batas minimal usia 

perkawinan. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah relevan 

atau belum dengan nilai-nilai konstruksi seksual di masyarakat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data 

primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang 

bersumber dari kata-kata orang-orang yang diwawancarai.46 Data 

ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada para ahli 

                                                 
45 Soerjono Soekanto, (1989, 46) 
46 Etamamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 

190. 



25 
 

 
 

hukum perdata yang ada. Pada penelitian ini, penulis melakukan 

wawancara secara langsung kepada Dr. Y. Sari Murti Widiastuti, 

SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum., Ph.D., 

Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. 

Yulkarnain Harahab, SH., M.Si., Sekretaris Program Doktor Ilmu 

Hukum Universitas Gadjah Mada. Haryanto, SH., MH., Hakim 

Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Drs. Ibrahim Salim, SH., 

Hakim Tinggi Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan terakhir Prof. 

Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Guru Besar Hukum Keluarga UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Sumber data sekunder47 adalah data yang bersumber dari nas-nas, 

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen 

pendukung lain yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya 

ilmiah mengenai hubungan seksual dan batas minimal usia 

perkawinan. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian yang 

terkait, perundang-perundangan dan teori-teori perkawinan baik 

hukum perdata maupun hukum Islam. 

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan cara interview. 

Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab 

sepihak yang dkerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan 

penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber atau yang 

                                                 
47 Ibid., hlm. 201. 
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diwawancarai memberikan jawaban. Teknik interview yang digunakan adalah 

interview bebas terpimpin48 yaitu penulis menyiapkan seperangkat pertanyaan 

sebagai pedoman khusus untuk memudahkan dalam proses wawancara, tetapi 

kemudian pertanyaan wawancara juga dapat berkembang apabila dibutuhkan 

temuan-temuan baru yang berkaitan dengan data penelitian.  

5. Metode Analisis 

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penelitian ialah analisis 

data. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif. Penggunaan 

metode ini dengan cara mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian di 

klasifikasikan ke dalam tema-tema atau sub-bab sub-bab yang disajikan dan 

dianalisis. Setelah itu, dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi 

interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian 

diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh, yakni pendekatan Sosiologi 

Hukum. 

Setelah seluruh rangkaian kerangka metode penelitin ini dilakukan, 

hal terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan. 

Pengambilan kesimpulan ditempuh melalui metode Deduktif. Hal yang 

dilakukan ialah menganalisis pandangan ahli hukum terkait usia pertama kali 

berhubungan seksual dengan menggunakan teori yang mendukung dalam 

pendekatan sosiologi hukum kemudian diterapkan terhadap pembacaan 

pendapat para ahli tersebut. 

 

                                                 
48 Wawancara ini sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, 

kualitatif dan wawancara etnografi. Lihat M. Djunisifi dan Fauzan Almashur, Metode Penelitian 
Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Pada proposal penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara 

umum terhadap sistematika penelitian yang akan dilakukan, antara lain adalah 

Bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana 

pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang 

apa yang akan diteliti. Kedua, Pokok Masalah, pada bagian ini memberikan 

penjelasan mengenai inti permsalahan yang akan di teliti, ketiga, penjelasan 

mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. Keempat, 

penjelasan perihal bebarapa hasil penelitian terdahulu yang masih ada sangkut 

pautnya dengan permasalahn yang akan diteliti, dan ini dituangkan dalam bentuk 

telaah pustaka. Kelima, kerangka teori, pada sub bab ini menjelaskan beberapa 

teori yang akan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari 

penelitian tersebut. Keenam, metode penelitian, kategori ini bertujuan 

memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian, yang mana harapan untuk 

mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-

baiknya. Ketujuh adalah sistematika pembahasan.  

 Setelah menguraikan mengenai Bab I, maka pembahasan selanjutnya 

adalah Bab II, pada bagian ini penulis akan mencoba untuk memberikan 

gambaran umum mengenai segala hal yang masih  ada kaitannya dengan batas usia 

perkawinan baik itu dari fungsi hubungan seksual dan kaitan antara hubungan 

seksual dengan pembatasan usia perkawinan. Kemudian pada Bab III dari tesis ini 

akan menguraiakan perihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, 
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yakni melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pendapat para 

ahli hukum tentang problematika penentuan batas usia perkawinan dan bagaimana 

pandangan para ahli hukum tentang fungsi hubungan seksual.  

 Selanjutnya adalah Bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus 

peneliti mencoba menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan 

atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada 

bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, dan 

pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada 

ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. 

Semua ini dikemas dalam bentuk Bab V. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tesis ini, penulis setidaknya dapat mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi hubungan seksual bagi para Ahli Hukum, ada yang mengkategorikan 

fungsinya sebagai prokreasi, ada pula yang mengkategorikannya pada 

rekreasi, dan ada juga yang mengkategorikannya pada keduanya. Namun, 

meskipun demikian, mayoritas para ahli hukum mengarahkan fungsi 

hubungan seksual pada prokreasi. Setelah dicermati, dasar pemikiran kenapa 

para ahli hukum mengkategorikan fungsi hubungan seksual pada fungsi 

prokreasi, hal ini  dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, yakni faktor nilai 

dan norma agama dari ahli hukum mengarahkan fungsi hubungan seksual 

pada fungsi tersebut, sehingga ahli juga berpendapat demikian. Dan yang 

kedua karena profesi ahli hukum yang dapat mengambil potret secara jelas 

bagaimana nilai-nilai yang ada di masyarakat mengarahkan fungsi tersebut 

kemana, yakni prokreasi. Setelah kemudian penulis analisis, nilai -nilai dan 

norma agama yang ada di Indonesia, termasuk agama-agama yang ahli 

hukum anut, memang benar mengarahkan dan diperintahkan untuk 

menjalankan fungsi prokreasi di dalam hubungan seksual perkawinan. 

Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata agama-agama yang ada dan 

diakui di Indonesia, dalam sumber-sumber hukum agama-agama tersebut, 

selaian mengarahkan fungsi hubungan seksual pada prokreasi ternyata 
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mengarahkan pula fungsi hubungan seksualnya kepada rekreasi. Sehingga, 

secara nilai dan norma agama, fungsi hubungan seksual sebenarnya diarahkan 

kepada keduanya. Begitupula dengan ahli hukum yang menganggap fungsi 

prokreasi dari nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat. Pada dasarnya 

memang benar bahwa banyak perceraian karena tidak hadirnya anak 

ditengah-tengah perkawinan, yang mana ini mencerminkan fungsi hubungan 

seksual di masyarakat ditujukan pada prokreasi. Namun, setelah ditelusuri 

lebih jauh, bahwa banyak perceraian juga yang terjadi karena absennya 

nafkah batin atau hubungan seksual di dalam perkawinan. Ini menunjukkan 

rekreasi juga punya posisi penting dalam nilai-nilai dalam masyarakat. Dari 

kedua nilai dan norma yang ada di dalam agama-agama maupun dalam nilai 

masyarakat, menunjukkan secara tidak langsung, bahwa konstruksi hubungan 

seksual di dalam masyarakat diarahkan kepada kedua fungsi tersebut 

sekaligus. Dalam tinjauan biologis, secara anatomi dan fisiologis organ 

seksual manusia, khususnya wanita, pada dasarnya organ-organ seksual 

terdesain untuk bereproduksi. Sehingga, dari sini dapat diambil simpulan 

bahwa fungsi hubungan seksual adalah prokreasi. Tetapi, secara fisiologis 

pula, organ-organ tertentu dalam organ seksual wanita, juga menghasilkan 

rasa nikmat, menyenangkan dan orgasme. Ini menunjukkan bahwa 

sebenarnya, fungsi hubungan seksual adalah untuk berprokreasi dan rekreasi 

sekaligus. Namun meskipun demikian, meskipun fungsi rekreasi seolah-olah 

fungsi yang berdiri sendiri, namun faktanya fungsi dari rekreasi pada 

dasarnya adalah menunjang agar proses prokreasi lebih efektif sehingga 
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menghasilkan dampak prokreasi yang lebih signifikan. Sehingga, fungsi 

hubungan seksual pada dasarnya hanyalah prokreasi. Fungsi rekreasi adalah 

fungsi sekunder untuk menunjang prokreasi agar lebih berhasil.  

2. Dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, para ahli mayoritas 

melandaskan pertimbangannya pada prokreasi. Hal ini karena prokreasi 

memiliki signifikansi dalam mencapai kebahagiaan perkawinan dibandingkan 

dengan rekreasi. Selain itu, dengan memilih prokreasi, fungsi rekreasi 

sebenarnya juga akan ikut di dalamnya. Hal ini karena usia prokreasi yang 

jauh lebih tinggi dari rekreasi, otomatis fungsi -fungsi rekreasi yang sudah 

didapatkan diusia rendah akan bisa didapatkan pula di usia prokreasi yang 

lebih tinggi. Kemudian, prinsip prokreasi ini ternyata juga relevan dengan 

peraturan perundang-undangan yang baru yakni UU No. 16 Tahun 2019 yang 

mengatur usia minimal kedua jenis kelamin menjadi 19 tahun. Karena dalam 

sejarahnya, UU. No. 16 Tahun 2019 ini dan Undang-Undang yang 

sebelumnya hadir, juga menggunakan prinsip prokreasi. Dengan relevannya 

UU. 16 Tahun 2019 dengan prinsip prokreasi yang ada di dalam masyarakat, 

ini akan membuat undang-undang ini menjadi berjalan efektif dan baik ke 

depan. Karena, substansi hukum ini relevan dengan kultur hukum di 

masyarakat yang mengarahkan hubungan seksual menjadi prokreasi. 

Sehingga, masyarakat akan melakukannya dengan suka rela. Begitupula 

dengan struktur hukumnya, karena sekali lagi substansinya relevan dengan 

kultur hukum di masyarakat, maka penegak hukum tidak akan mencari celah 

untuk menerobos hukum tersebut. Sehingga, struktur hukum disini akan 
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berkerja dengan baik. Selain undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif 

dan baik kedepannya, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi 

kesepakatan bersama terkait banyaknya usia minimal perkawinan di agama-

agama yang ada di Indonesia. Karena, substansi UU No. 16 Tahun 2019 yang 

menggunakan prinsip prokreasi, sekali lagi, relevan dengan prinsip prokreasi 

yang ada di agama-agama di Indonesia. Sehingga, ini diharapkan dapat 

menjadi resolusi pluralitas hukum agama dalam mengatur usia minimal di 

dalam perkawinan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis dapat menyarankan dua hal 

sebagaimana berikut: 

1. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal 

perkawinan, khususnya perempuan, memang mengalami peningkatan 

menjadi 19 tahun. Dalam beberapa penelitian memang usia 19 tahun 

termasuk dalam usia yang tidak memiliki resiko tinggi dalam kehamilan. 

Namun meskipun demikian, penelitian tersebut adalah kelompok minoritas 

atau kelompok kecil. Karena kebanyakan penelitian, mengaktegorikan usia 

yang tidak memiliki resiko tinggi adalah diusia 20-35 tahun. Sehingga, 

alangkah lebih baik, undang-undang ini dapat menyesuaikan dengan 

penelitian mayoritas. Karena diusia tersebut, tentu memiliki resiko yang lebih 

minim lagi. Dan tentu saja kemudian, tujuan dan fungsi prokreasi di dalam 

masyarakat selanjutnya dapat tercapai lebih aman.  
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2. Penulis menyarankan agar penelitian lain kedepannya akan banyak menyoroti 

terhadap batas minimal usia perkawinan ini dengan tinjauan -tinjauan atau 

pendekatan-pendekatan lain agar didapatkan sebuah pemahaman yang lebih 

komprehensif terkait batas minimal usia perkawinan ini. 
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